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ABSTRAK 
Visi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini 
juga menjadi komitmen lembaga Peradilan dibawahnya khususnya Peradilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) untuk mewujudkannya. Perwujudannya PTUN sebagai 
lembaga berwibawa harus mendapat dukungan baik dari internal maupun dari 
eksternal Peradilan. 
Upaya untuk mencapai peradilan yang berwibawa terus dilakukan dengan 
melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan 
perubahan-perubahan baik dari segi sistem, subtansi, prosedur maupun dari segi 
peraturan/regulasi. 
Peningkatan sumber daya manusia, pengawasan dan pembinaan yang efektif 
serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat 
mewujudkan PTUN yang berwibawa. 
 
Kata Kunci  : Mewujudkan, Peradilan Tata Usaha Negara, Berwibawa 
ABSTRAC 
Realize Administrative Court Prestige 
The Supreme Court is to make the vision of the Supreme court, it is also a 
commitment by the Courts below, especially the State Administrative Court 
(Administrative Court) to make it happen. PTUN manifestations as authoritative 
institution must have the support both from internal and external Justice.  
Efforts to achieve a dignified judiciary continued to perform solutions to 
problems faced by doing changes both in terms of the system, substance, procedure 
and in terms of the rules / regulations. 
Improvement of human resources, oversight and effective formation and 
improvement of facilities and infrastructure is expected to create an authoritative 
administrative court. 
 
Key Note : Realize, Administrative Court, Prestige 
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I. PENDAHULUAN 
 Harapan terhadap lembaga yang berwibawa merupakan keinginan semua 
lembaga-lembaga pemerintah baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang 
merupakan pencerminan dari lembaga tersebut mendapat kepercayaan masyarakat 
agar menjadi negara yang sejahtera dan berkeadilan dalam berbagai aspek 
sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Dalam cetak  2010-2035 Mahkamah Agung yang mengatur reformasi sektor 
peradilan dengan alasan (1) Lembaga Peradilan berada dalam sistem penegakan 
hukum dan memiliki kekuasaan mampu mengambil keputusan untuk memberikan 
keadilan; (2)  mandatnya yang sangat luas dan mencakup hampir semua aspek 
kehidupan masyarakat yaitu dari urusan pidana, administrasi dan sipil.
 1
    
 Terminologi wibawa dalam kamus besar bahasa indonesia adalah 
pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain 
melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepimpinan dan penuh daya 
tarik.
2
 Sehingga dapat diartikan wibawa harus ada sikap saling hormat menghorma   
 Menurut Bagir Manan berwibawa artinya dihormati karena penyelesaian 
setiap masalah atau sengketa hukum dikerjakan secara efisien, efektif, produktif, 
tidak berpihak, benar, adil yang akan memberikan kepuasan para pencari keadilan. 
Pengadilan yang terhormat dan  dihormati.
3
 
 Pengertian tersebut diatas kurang lebih sama dengan apabila membaca 
literatul lain yang bersumber dari pengertian yang dipakai dalam kehidupan sosial 
maupun kehidupan beragama yang menfokuskan bahwa wibawa suatu orang atau 
lembaga didasarkan atas dua faktor yaitu sikap dan tingkah laku.  
 Sikap dan perilaku para personel dalam lembaga peradilan yang dapat 
menunjukkan, apakah lembaga tersebut mempunyai wibawa atau tidak, dan 
masyarakatlah yang akan menilai lembaga peradilan tersebut. Tentunya penilaian 
itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah 
hukum administrasinya ke Peradilan Tata Usaha Negara. 
                                                 
1
   Ringkasan Proyek mendukung pembaharuan Bidang Hukm dan Keadilan, EU-UNDP 
(sustain) 2014-2019. 
2
 Kamus besar bahasa indonesia 
3
 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian), Pusdiklat Teknis 
Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI,  2008 
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 Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat 
atau pencari keadilan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi 
untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
 Kejadian yang sangat memberikan dampak sangat besar bagi keluarga besar 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melakukan operasi tangkap tangan tiga orang hakim dan satu panitera di PTUN 
Medan yang dalam perkembangannya melibatkan juga pengacara senior dan 
Gubernur Sumatera Utara dalam kasus suap.
4
 Hal ini menjadikan lembaga peradilan 
seperti kembali ketitik nadir karena peristiwa ini menjadikan dampak baik langsung 
maupun tidak langsung bagi dunia peradilan Indonesia yang selama ini telah 
berusaha keras memperbaiki citra dan wibawanya.  
 Pandangan masyarakat terhadap Peradilan Tata Usaha Negara tidak akan 
lepas dari pandangan terhadap tiga lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan 
Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, serta tentunya masyarakat atau 
warga negara  pencari keadilan yang akan, sedang dan telah mempunyai 
permasalahan hukum. 
 Sikap dan tingkah laku dalam kehidupan hukum sangat berpengaruh 
terhadap praktek hukum sehari-hari yang dilakukan oleh penegak hukum maupun 
oleh masyarakat itu sendiri, sehingga menurut Satjipto Rahardjo, dari pengamatan 
terhadap praktik hukum selama ini tampak sekali “intervensi” oleh perilaku 
terhadap normativitas (perintah) dari hukum. Orang membaca peraturan dan 
berpendapat bahwa orang harus bertindak begini atau begitu, tetapi yang terjadi 
ternyata berbeda atau tidak sama persis seperti dimengerti orang. Inilah yang 
disebut Intervensi perilaku (matter of behavio).  
5
  
 Mewujudkan kewibaawaan Peradilan merupakan tugas semua pihak dari 
semua unsur mulai dari pimpinan tertinggi Mahkamah Agung sampai dengan aparat 
pengadilan didaerah-daerah yang merupakan satu kesatuan karena apabila salah 
satu unsur mengalami sikap dan tingkah laku yang tidak berwibawa maka akan 
                                                 
4
 Portal Berita Online www.detik.com tanggal tanggal 9 Juli 2015 16:44:48 
5
  Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta  
Maret 2007 
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berdampak secara keseluruhan sebagaimana ungkapan “nila setitik akan merusak 
susu sebelanga”. 
 Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kontrol yuridis terhadap 
Badan/Pejabat TUN pemerintah sebagai salah satu organ negara hukum sangatlah 
berperan dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga 
masyarakat  Hal ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 
2014 yang merupakan payung hukum dan hukum materil dari sistem peradilan tata 
usaha negara.
 6
  
 Maka, dalam usaha membenahi hukum Indonesia, kita perlu menaruh 
perhatian yang saksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak 
hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi 
menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih 
luas. 
7
  
 Banyak hal tentunya yang bisa menghambat dalam mewujudkan lembaga 
peradilan yang berwibawa, seiring perkembangan hukum dan masyarakat yang 
dinamis. Akan tetapi hambatan atau kendala tersebut bisa diatasi dengan melakukan 
suatu perubahan atau upaya-upaya secara bersama-sama, kerja keras, dan konsisten 
maka mewujudkan peradilan yang berwibawa dapat tercapai. 
 
 II. PERMASALAHAN  
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas 
dalam tulisan ini adalah pertama : kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 
Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa dan kedua : upaya yang dilakukan 
untuk mencapai Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa. 
III. PEMBAHASAN 
2.1 Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara  
yang berwibawa. 
2.1.1 kendala sumber daya manusia dan manajemen organisasi 
                                                 
6
     Pasal 1 angka 18 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan 
7
 Satjipto Raharjo, op cit hlm 5 
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 Sebagaian pandangan masyarakat hanya menitikberatkan sumber daya 
manusia peradilan hanya bertumpu pada hakim, padahal dalam lembaga peradilan 
ada juga unsur lain yaitu kepaniteraan dan tenaga administrasi yang memiliki fungsi 
dan tugas yang sangat penting dalam suatu peradilan. 
Masalah sumber daya manusia dalam mewujudkan peradilan yang 
berwibawa selalu menjadi sorotan karena berbagai alasan karena kinerja yang 
menurun, penguasaan materi dan praktek hukum yang tidak memadai, minimnya 
pelatihan-pelatihan teknis/pelatihan lainnya, sarana dan prasarana yang kurang, 
serta faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang 
berpengaruh kepada sumber daya manusia. 
Kendala sumber daya manusia juga terkait sering kali masyarakat adanya 
pihak-pihak yang sikap dan perilaku dalam lembaga peradilan yang yang 
memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari para pencari keadilan, dalam 
masyarakat biasanya menyebutnya sebagai mafia hukum, calo perkara, atau 
makelar kasus yang berada di Peradilan yang berkeinginan untuk mempermainkan 
out put pengadilan berupa Putusan Hakim agar sesuai dengan apa yang diinginkan. 
Hal yang jadi kendala juga terkait dengan manajemen organisasi yang belum 
terpadu karena akan melibatkan seluruh satker yang jumlah mencapai ratusan 
satuan kerja yang tentunya memerlukan manajemen yang handal dan terpadu. 
2.1.2 Kendala pembinaan dan pengawasan 
Faktor pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang penting dalam 
mewujudkan peradilan yang berwibawa karena sikap dan perilaku setiap unsur 
dalam lingkungan Peradilan perlu mendapat pengawasan baik dari dalam 
lingkungan peradilan itu sendiri maupun pengawasan dari pimpinan pusat yaitu 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Rendahnya pembinaan dapat kita ukur dengan semakin rendahnya tingkat 
produktifitas kerja, kedisiplinan yang kurang, yang berakibat tindakan-tindakan atau 
sikap mulai dari pejabat sampai dengan bawahan mengalami sikap tidak saling 
menghormati dan saling menghargai sehingga menimbulkan pelayanan kepada 
pencari keadilan tidak maksimal. 
Kendala pengawasan bukan hanya pengawasan terhadap tindakan 
pemerintah melalui lembaga yudisial, akan tetapi perlu juga pengawasan internal 
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karena bukan suatu hal yang mustahil bahwa di dalam lingkungan peradilan sendiri 
terdapat suatu kekhilafan atau kesalahan-kesalahan dalam proses peradilan yang 
perlu diawasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Rendahnya pengawasan tentunya berakibat sikap dan perilaku setiap 
individu yang berada didalam lembaga peradilan khususnya peradilan tata usaha 
negara akan menjadi perbuatan yang negatif yang tidak dapat dikontrol, sehingga 
akibat selanjutnya akan membuat lembaga peradilan menjadi tidak berwibawa. 
2.1.3 Kendala sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga 
Peradilan Tata Usaha Negara seperti gedung, alat perkantoran, kendaraan, serta 
kesejahteraan lainnya yang belum memadai yang mengakibatkan banyak pekerjaan 
yang tidak dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Hal ini juga tidak lepas dari 
banyaknya satuan kerja yang harus dipenuhi dari sabang sampai merauke, dan 
ditambah dengan banyaknya terbentuk daerah otonom baru seperti kabupaten, kota, 
dan propinsi. 
Menurut bagir manan sarana-sarana seperti komputer, scanner, internet 
masih merupakan barang yang terlalu mewah bagi lingkungan peradilan termasuk 
di Mahkamah Agung.
 8
 
Sarana kesejahteraan lain yang menimbulkan kendala adalah mengenai gaji 
yang belum memadai, baik untuk pegawai adminstrasi, perkara, maupun hakim. 
Apalagi apabila diambil contoh gaji untuk hakim sebagai negara dibandingkan 
dengan pejabat negara yang lain seperti pejabat BUMN atau pejabat anggota 
DPR/DPRD yang memiliki berbagai tunjangan lain-lain disamping tunjangan 
jabatan. Menurut perbandingan ini Bagir manan berpendapat berdasarkan 
kenyataan-kenyataan ini tidak berlebihan kalau dikatakan : “dunia peradilan kita 
tidak hanya terlantar tetapi terlalu lama diterlantarkan”. 9 
 
2.2  Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Peradilan Tata Usaha 
Negara yang Berwibawa 
2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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 Bagir Manan, op cit hlm 28 
9
 Bagir Manan, op cit hlm 29 
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Pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Peradilan Tata Usaha 
Negara harus melibatkan semua unsur mulai dari pimpinan pengadilan, hakim, 
kepaniteraan, serta administrasi sehingga sumber daya manusia dapat meningkat 
secara menyeluruh diseluruh aspek. 
Pengembangan tersebut tentunya dimulai pada saat rekrutmen calon hakim 
atau pegawai sehingga sumber daya manusia yang diterima adalah betul-betul 
memenuhi kreteria yang dibutuhkan dan dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi yang kelak yang akan diembannya. 
Hal perlu dilakukan selanjutnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan 
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi merupakan tugas 
tersendiri bagi hakim atau pegawai tersebut untuk mengembangkan diri melalui 
melanjutkan pendidikan sesuai dengan disiplin ilmunya atau metode pengembangan 
diri yang lain. 
Dampak langsung yang dirasakan masyarakat atau pencari keadilan terhadap 
pengembangan sumber daya manusia dalam Peradilan adalah terhadap Putusan 
Hakim yang memberikan keluaran (output), sehingga Pengembangan Sumber Daya 
Manusia khususnya Hakim harus betul-betul diperhatikan karena langsung dapat 
merubah pandangan masyrakat terhadap sikap dan perilaku lembaga Peradilan 
apakah akan berwibawa atau tidak. 
Menurut Bagir Manan ada dua aspek besar yang yang bertalian dengan 
berbagai keluhan pencari keadilan Pertama : mutu putusan. Kedua: integritas. Dua 
hal ini acapkali jalin menjalin dalam suatu putusan.
10
 Mengenai putusan 
dikemukakan Irfan Fachruddin, putusan badan peradilan adalah indikator yang 
dapat menggambarkan dinamika nilai yang selalu berkembang dalam masyarakat. 
Kontribusi pertumbuhan hukum yang berasal dari norma putusan badan peradilan 
adalah sangat luas. 
11
 
Berbagai pengaruh yang dapat membuat rendahnya mutu putusan hakim 
karena berbagai aspek selain faktor-faktor eksternal tentunya faktor mutu 
pengetahuan teknis dan keterampilan dalam menangani kasus yang diterimanya. 
Putusan yang benar dan baik yang dikeluarkan oleh Hakim dengan mandiri, 
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 Bagir Manan, op cit hlm. 20 
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 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan 
Pemerintah, PT. Alumni Bandung, 2004 
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berintegritas yang tinggi, dapat dimengerti serta percaya oleh para pihak yang 
berperkara tentunya akan berdampak kewibawaan pengadilan dapat terwujud. Hal 
ini dapat diukur dalam penerimaan putusan oleh para pencari keadilan yang 
memahami dan dapat menerima meskipun tidak sesuai dengan keinginan atau 
harapannya, meskipun masih ada upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa 
yang dapat ditempuh apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat 
pertama. 
Pelatihan-pelatihan teknis terhadap hakim-hakim baru merupakan salah satu 
upaya yang harus terus ditingkatkan akan tetapi tidak juga melupakan pelatihan 
mengenai sikap dan perilaku (yang belakangan ini sering dilaksanakan pelatihan 
atau sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim), sehingga dapat lebih meningkatkan baik 
dari segi dimensi hukum maupun dari segi dimensi sikap dan perilaku. 
Selain itu, dari segi keilmuan yang dapat dilakukan dalam pengembangan 
sumber daya manusia khusus untuk hakim adalah memberikan kemudahan-
kemudahan dalam melanjutkan pendidikan atau memfasilitasi dengan kerja sama 
dengan Perguruan Tinggi yang tentunya yang dapat diakses oleh seluruh Pengadilan 
Tata Usaha Negara.  
Sistem peradilan yang baik tentunya juga sangat berperan dalam 
menciptakan sumber daya manusia yang handal sehingga masyarakat mempunyai 
kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga peradilan. Sistem peradilan hukum yang 
berlaku dalam hukum materil dan hukum formil yang ditungkan dalam bentuk 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 serta perubahan-perubahannya dalam 
Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 
tentunya telah mengikuti perkembangan dinamika hukum dan masyarakat, akan 
tetapi perlu pengembangan lagi seperti sampai sekarang belum keluarnya peraturan 
pelaksanaan mengenai dwangsom (uang paksa) meskipun telah diamanatkan dalam 
Undang-Undang. 
Menurut penulis sangat perlu juga para pimpinan Mahkamah Agung dari 
pusat sampai pimpinan peradilan di daerah memberikan contoh atau suri tauladan 
yang baik bagi personel peradilan sebagai salah satu dasar pembinaan untuk menuju 
peradilan yang berwibawa sebagaimana yang dicita-citakan  sehingga dapat 
mendapat kepercayaan dari masyarakat. 
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Sebagian pandangan personel pengadilan melakukan suatu perbuatan karena 
mencontoh perbuatan personel pengadilan yang lain, sehingga perbuatan tersebut 
dianggap benar, hal ini sering terjadi karena atasan melakukan hal yang kurang 
tepat sehingga bawahan pun ikut-ikutan melakukannya. Sebagai contoh kecil ada 
atasan yang selalu datang terlambat kekantor, maka bawahan pun akan berpendapat 
atasan saja datang terlambat maka bawahan pun dapat datang terlambat. 
Perubahan pandangan seperti ini harus kita ubah dalam lingkungan 
peradilan tata usaha negara dengan melibatkan seluruh unsur pengadilan terutama 
atasan dilembaga peradilan untuk dapat memberi contoh kedisiplinan, ketaatan, 
integritas yang tinggi, jujur, netral, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat 
yang luas. 
Berbagai perubahan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam 
pengembangan sumber daya manusia seperti memberikan tunjangan kinerja 
(remunerasi) bagi pegawai dan untuk hakim dengan peningkatan tunjangan jabatan 
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012. Hal ini diharapkan 
pengembangan sumber daya manusia meningkat dari segi integritas, pengetahuan, 
dan keterampila.,   
2.2.2 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan 
Maraknya pemberitaan dimedia massa baik cetak maupun elektronik 
mengenai mafia hukum dan mafia pajak serta adanya oknum hakim Pengadilan 
Tata Usaha Negara yang tertangkap tanagan menerima suap tentunya sangat 
berpengaruh dalam pandangan masyarakat serta menjadi hambatan besar dalam 
mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa. 
Pembinaan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bukan hanya 
dalam segi pembinaan teknis hukum, akan tetapi sangatlah perlu pembinaan dalam 
hal sikap dan perilaku terhadap semua unsur dalam lingkungan peradilan. 
Khusus untuk hakim pembinaan perlu lebih dimaksimalkan dengan 
menciptakan suatu kondisi dimana hakim tersebut dalam menjalankan tugas 
diembannya dapat memutus suatu sengketa secara berkeadilan serta tentunya tanpa 
mencampuri kemandirian hakim tersebut. 
Putusan hakim yang bermutu dan berintegritas tentunya perlu pembinaan 
dari sejak mulai diterima sebagai calon hakim, kemudian dilanjutkan dengan 
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pendidikan dan pelatihan yang maksimal akan menimbulkan dampak yang positif 
untuk pengembangan pribadi secara khusus dan pengembangan lembaga peradilan 
secara umum. 
Menurut Irfan Fachruddin, agaknya memang terdapat korelasi antara kondisi 
dan pola sikap hakim pada badan peradilan dengan rekrutmen dan pembinaan 
personal. Bagaimanapun rekrutmen dan pembinaan terhadap hakim memberi 
pengaruh langsung terhadap tingkah laku dan kualitas hakim. 
12
 
Sedangkan untuk pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan setelah 
melakukan pembinaan agar sikap dan tingkah laku para personel badan peradilan 
tetap dalam berjalan denga baik sebagaimana mestinya. Dalam pengawasan juga 
perlu juga memberikan suatu penghargaan bagi para personel lembaga peradilan 
yang berprestasi seperti memberikan promosi dan mutasi tentunya dengan berbagai 
pertimbangan sesuai prosedur agar kinerja semakin meningkat. Akan tetapi apabila 
personel melakukan kesalahan harus pula diberikan hukuman yang tegas sesuai 
dengan aturan yang berlaku tanpa membeda-bedakan/tidak diskriminatif. 
Pengawasan yang dilakukan harusnya dilakukan secara berkesinambungan 
dari semua jenjang, mulai dari tingkat bawah seperti proses penerimaan perkara di 
kepaniteraan sampai dengan putusan oleh hakim ditingkat pertama, tingkat banding, 
dan tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali. Atau sampai putusan tersebut telah 
berkekuatan hukum tetap. 
 Pengawasan bagian administrasi tentunya perlu juga di lakukan 
pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berperan dalam lembaga 
peradilan seperti bagaimana pengelolaan keuangan, tata kelola kantor, dan 
kepegawaian.  
Pengawasan terhadap hakim juga telah dilaksanakan oleh lembaga eksternal 
yaitu oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
yang mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 
menjaga perilaku hakim.
13
  Diharapkan dengan adanya pengawasan dari internal 
maupun eksternal wibawa peradilan dapat segera tercapai. 
                                                 
12
     Irfan Fachruddin, op cit hal. 367. 
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 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Bab III  
ewenang dan tugas Pasal 13 huruf b. 
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Salah satu yang telah diterapakan dalam rangka pengawasan salah satunya 
dikeluarkannya peraturan mahkamah agung tentang disetiap pengadilan telah 
dibentuk pos untuk pengaduan dan pos  bantuan hukum.
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 Dengan adanya pos 
tersebut diharapkan mekanisme pengawasan dapat lebih efektif baik internal 
maupun eksternal. Akan tetapi pos yang disiapkan jangan hanya sebagai penghias 
bagi sistem peradilan akan tetapi betul-betul menjadi pos bantuan untuk masyarakat 
dan sebagai pos untuk masyarakat dalam pengawasan. 
Pembinaan dan pengawasan sikap dan perilaku tidak semata-mata hanya 
untuk hakim akan tetapi semua unsur dan personel dalam lingkungan peradilan, 
akan tetapi semua pihak yang terlibat didalamnya mulai dari pencari keadilan, 
advokat, dan pihak lain  dalam mewujudkan terselenggaranya peradilan yang 
efisien, efektif, secara benar dan adil. 
 
2.2.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana lembaga peradilan khususnya peradilan tata usaha 
negara perlu ditingkatkan lagi, karena merupakan salah satu instrumen untuk 
menuju peradilan yang berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan yang 
maksimal bagi para pencari keadilan. 
 Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan 
keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.
15
 Oleh karena itu perlu 
sarana komunikasi yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat tentang peradilan. 
 Akses informasi yang dikembangkan dalam setiap peradilan tata usaha 
negara saat ini dengan adanya internet dan pembuatan website disetiap pengadilan 
yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pencari keadilan, akan 
tetapi hal ini belum berjalan maksimal karena meskipun sudah mempunyai 
wadah/website disetiap pengadilan tapi pembaharuan data mengenai isi seperti 
jadwal sidang, dan lain-lain tidak dapat diketahui setiap waktu. 
 Persoalan tersebut diakibatkan masih rendahnya sarana mutu internet yang 
tersedia serta keterbatasan sumber daya manusia untuk mengoperasionalkan, 
                                                 
14
  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
15
 Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI tentang Keterbukaan Informasi di 
Pengadilan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007. 
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sehingga segala hal yang terjadi atau perubahan yang terjadi dalam lembaga 
peradilan tidak dapat  diakses secara utuh baik dan cepat. 
 Sarana kepaniteraan dan adminstrasi peradilan tentu juga harus lebih 
ditingkatkan, seperti pengadaan komputer yang memadai dan tentunya juga harus 
menyesuaikan perkembangan teknologi dengan kemampuan sumber daya manusia, 
sehingga kedepan lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai 
contoh pembuatan berita acara atau pengambilan salinan putusan yang sesuai 
jadwal, dan tidak ada lagi alasan bahwa putusan belum selesai diketik karena 
kekurangan komputer. 
 Penyedian sarana dan prasarana bagi hakim dan personel peradilan yang 
belum memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya 
seperti sarana rumah dinas bagi hakim yang kurang dan tidak layak huni, kendaraan 
opersional yang masih kurang, sehingga sedikit banyaknya mempengaruhi dalam 
melakukan aktifitas. 
 Bagir Manan mengemukakan di daerah-daerah, banyak hakim yang 
menyewa kamar-kamar sempit dan berpisah dengan keluarga karena tidak ada 
rumah yang memadai. Untuk pergi kekantor, harus berlomba dan berdesak-desakan 
dalam kendaraan umum. Meskipun hal ini telah acap kali diutarakan, tetapi tidak 
pernah menarik perhatian. Perhatian hanya diarahkan pada hakim-hakim di kota-
kota besar yang sebagian diantara mereka menghuni rumah mewah dengan 
beberapa kendaraan mewah. Tragisnya hakim semacam ini dalam atau karena 
keadaan tertentu justeru menjadi pujaan, pahlawan atau dipahlawankan. 
16
 
 Hal yang mendasar dalam pemenuhan dan penyedian sarana dan prasarana 
adalah memberikan kesejahteraan bagi personel lembaga peradilan dalam hal ini, 
pemberian gaji yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan personel 
pengadilan dan keluarganya. 
Pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi kepada lembaga Mahkamah 
Agung sangat membantu para personel pengadilan, dengan harapan semoga hal ini 
menjadi pemacu semangat dalam untuk meningkatkan kinerja sehingga pelayanan 
kepada masyarakat atau warga negara terutama kepada pencari keadilan dapat lebih 
efisien dan efektif. 
                                                 
16
 Bagir Manan, op cit hlm 51. 
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  Upaya peningkatan kesejahteraan para personel lembaga peradilan 
diharapkan selain untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang bersangkutan juga 
yang tidak kalah pentingnya agar dapat menghilangkan oknum-oknum peradilan 
yang sering memanfaatkan para pencari keadilan untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi dengan menjadi makelar kasus dan sebagainya. 
Meskipun pelaku yang memanfaatkan lembaga peradilan untuk keuntungan 
ekonomi bukan hanya dari dalam akan tetapi faktor eksternal lingkungan peradilan 
yang berbuat akan tetapi dengan adanya peningkatan kesejahteraan diharapkan para 
personel pengadilan tidak lagi mencari „obyekan” diluar dan turut serta bahu 
membahu membangun pengadilan untuk dapat dipercaya dan menjadi peradilan 
yang berwibawa.  
 Satjipto Raharjo, mengemukakan tentang hakim yang berhati nurani bahwa 
kendati banyak orang mungkin mengatakan, itu adalah “mimpi” tetapi mimpi atau 
tidak, bila kita mengharapkan institusi pengadilan yang baik, menjadi kewajiban 
kita semua untuk bersama-sama mewujudkannya. Terlalu kecil bila urusan 
pengadilan hanya diserahkan kepada lembaga itu sendiri atau Departemen 
Kehakiman dan HAM. Ini sungguh perkara yang besar  yang menyangkut martabat 
dan masa depan bangsa. 
17
 
 Hal yang selalu menjadi harapan kita adalah agar semua pihak-pihak yang 
terlibat dalam proses di Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari hakim, panitera, 
advokat, para pihak yang berperkara supaya tetap melaksanakan hak dan kewajiban 
masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan tentunya yang penting juga agar selalu menjaga akhlaktul kharimah 
sehingga wibawa Peradilan dapat segera terwujud. 
 Menurut Satjipto Raharjo, Bagaimanapun juga MA adalah milik kita. Kita 
semua berkepentingan untuk memiliki MA yang benar-benar menunjukkan 
kebesaran dan kewibawaannya, khususnya dengan memahami dan turut merasakan 
penderitaan bangsa. Untuk itu, kita semua bertanggung jawab untuk selalu memberi 
masukan bagi kemajuan MA kita.
18
    
 Upaya-upaya yang dilakukan tentunya membutuhkan waktu, pemikiran, 
kerja keras dan doa kepada Allah SWT untuk menyelesaikan kendala-kendala yang 
                                                 
17
     Satjipto Raharjo, op cit hal 92 (perang dibalik toga hakim) 
18
     Satjipto Raharjo, op cit hal 41 
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dihadapi secara bersama-sama untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut, 
sehingga ke depan Peradilan Tata Usaha Negara secara khusus dan Mahkamah 
Agung secara umum menjadi lembaga yang berwibawa. 
 
IV. PENUTUP 
 Mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwibawa adalah 
merupakan tugas kita bersama, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf, 
dari seluruh personel hakim, panitera, administrasi dengan menjaga sikap dan 
perilaku (akhlatul kharimah), menjadi contoh/tauladan yang baik, pembinaan dan 
pengawasan yang maksimal, sehingga masyarakat menjadi percaya terhadap 
lembaga peradilan, disamping itu perlunya peningkatan dari berbagai aspek baik 
sumber daya manusia maupun dari sistem hukumnya serta sarana prasarana 
penegakan hukumnya. 
 PTUN sebagai bagian dari sistem peradilan diharapkan dengan semangat 
untuk menjadikan peradilan yang berwibawa akan sejalan dengan visi Mahkamah 
Agung sebagai Peradilan yang Agung, sehingga dengan menjadi Peradilan yang 
berwibawa yang mempunyai kemampuan yang profesional, moral dan integritas 
yang tinggi yang dapat memberikan rasa keadilan, bermanfaat, dan menjamin 
kepastian hukum bagi para pencari keadilan (justiciable).  
 
Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka 
baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang 
yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun 
juga dari pahala-pahala mereka.” (HR Muslim ).  
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